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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 233/PMK.05/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

b. bahwa dalam rangka perubahan ruang lingkup dan
mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah
arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya
yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data
lainnya.

2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah
instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan
keuangannya diselenggarakan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah terkait.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
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4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara
sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

5. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi
perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan
melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.

6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara
umum Negara.

7. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang wewenang
pengelolaannya ada pada Bendahara Umum Negara atau pihak
lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat
SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan Pemerintah Pusat.

9. Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut SiAP adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

10. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
SAKUN adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan
Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN).

11. Sistem Akuntansi Umum yang selanjutnya disingkat SAU adalah
subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca Akuntansi Umum.

12. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Negara/Lembaga.

13. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat SA-BUN adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan
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operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
selaku BUN dan Pengguna Anggaran BA BUN.

14. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SA-UP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan,
pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi utang, operasi
utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
terkait utang.

15. Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH
adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi
meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan,
pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah
pemerintah.

16. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi
pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait
investasi.

17. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat
SA-TD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi
keuangan atas transaksi transfer ke daerah.

18. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman,
selanjutnya disingkat SA-PPP, adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan
penerusan pinjaman pemerintah.

19. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain yang
selanjutnya disingkat SA-BSBL adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan atas transaksi subsidi dan
belanja lain-lain.

20. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang
selanjutnya disingkat SAPBL adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya.

21. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan
Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAP BUN-PBL adalah
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unit organisasi Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas
untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan
badan lainnya dari Unit Badan Lainnya yang bukan Satker dan
Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh Unit Badan Lainnya.

22. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat
SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh
transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang
terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, yang tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.

23. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI
yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan
untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan
informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta
laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

25. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

28. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

29. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada
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